BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

bahwa BUMD Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Raja Ampat Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah
diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2011, atas
penambahan dan pengurangan beberapa pasal dan ayat
karena sudah tidak relevan dengan kondisi obyektif
daerah pada saat itu;

bahwa kondisi obyektif sebagaimana dimaksud pada
huruf a, pada saat ini mengalami perubahan diberbagai
bidang dan sektor kehidupan masyarakat, untuk itu
perlu adanya dilakukan perubahan terhadap peraturan
daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 15 Tahun 2008
sebagaiman telah di ubah pertama kalinya dengan
peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2008 tentang Badan Usaha Miliki Daerah;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar
Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3345);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang
Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297 );

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2001 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4136);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang
Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan PERSEROAN TERBATAS
(Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan
Jawatan Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4137);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerabh;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan
BUPATI RAJA AMPAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam = Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan BUMD, di cabut dan diubah

sebagai berikut :



1. Pasal 9 ayat (1), yang semula berbunyi :

Untuk pertama kalinya Modal dasar perseroan bersumber dari dana APBD

Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah),

masing-masing :

a. PT. RAJA AMPAT MAKMUR MADANI sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga
milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. PT. RAJA AMPAT MAKMUR SENTOSA sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu
milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Pasal 9 ayat (1) huruf b dihapus, dan diubah menjadi :

Modal dasar perseroan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
diberikan kepada PT. RAJA AMPAT MAKMUR MADANI.

3. Modal dasar sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan modal yang
ditempatkan kepada BUMD dengan nilai prosentase 75% telah diberikan
kepada BUMD PT. RAMM dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.750.000.000
(tiga milyar tuju ratus lima puluh juta rupia)

4. Kekurangan nilai prosentasi 25% modal dasar sebesar Rp. 1.250.000.000
(satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupia) belum ditarik oleh BUMD PT.
RAMM dari Kas Daerah Kabupaten Raja Ampat.

5. Pasal 16 ayat (2), yang semula berbunyi “ untuk pengangkatan pertama kali,
para direksi ditunjuk oleh para pendiri dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati untuk jangka waktu maksimal, diubah menjadi untuk pengangkatan
pertama kali, para direksi ditunjuk oleh para pendiri dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati untuk jangka waktu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 20 Oktober 2014

BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA
Diundangkan di Waisai
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,

Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19571212198301031

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2014 NOMOR 110,
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT (7/2014)






